




A. Latar Belakang Masalah 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu 
mendorong perekonomian di Indonesia ini. Terbukti saat adanya krisis moneter di 
tahun 1998, disaat perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, 
UMKM tetap bertahan sehingga diakui sebagai penyelamat atas krisis moneter 
pada perekonomian Indonesia saat itu. Data dari Kementrian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 
2012-2017, jumlah unit usaha mikro, kecil dan menengah bertambah sebesar 
7.716.172 unit dan sedangkan jumlah unit usaha besar hanya bertambah sebesar 
508 unit. Jika dilihat dari perbandingannya, unit usaha mikro, kecil dan menengah 
menguasai pangsa pasar dan sangat berkembang dibandingkan unit usaha besar. 
Banyaknya UMKM yang berkembang memberikan dampak yang cukup 
besar bagi perekonomian di Indonesia, karena UMKM berkontribusi dalam 
menyerap tenaga kerja dan apabila terjadi masalah dalam perekonomian, UMKM 
dapat menjadi penahan terhadap masalah tersebut. Hal itu sesuai dalam UU No. 
20 Tahun 2008 pasal 3 mengenai tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu 
menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 
Namun, adanya UMKM ini juga bukan tanpa celah. UMKM mempunyai 





pendidikan, 2) kurangnya pemahaman teknologi, serta 3) kendala penyusunan 
laporan keuangan (Muchid, 2015). Pada penyusunan pelaporan keuangan di 
sebagian besar pelaku UMKM tidak menggunakan standar yang telah ditetapkan 
oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Seringkali laporan keuangan UMKM hanya 
menggunakan basis kas yang diambil dari laporan keuangan harian. Akan tetapi, 
laporan dengan berbasis kas ini tidak menggambarkan kondisi keuangan yang 
sebenarnya. 
Pada dasarnya, laporan keuangan di dalam suatu entitas bisnis dapat menjadi 
tolak ukur kinerja. Tidak adanya laporan keuangan dalam UMKM dapat menjadi 
salah satu penyebab dari kegagalan UMKM dalam keberlangsungan usahanya. 
Sebab dalam menjalankan aktivitas bisnis diperlukan adanya laporan keuangan 
untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja suatu usaha yang juga akan 
berpengaruh pada masalah permodalan, tidak hanya mengetahui untung dan rugi 
saja di tiap periodenya. 
Dalam penelitian Hetika dan Mahmudah (2017), penerapan akuntansi yang 
dilakukan para pelaku UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana serta belum 
membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP akibat dari minimnya 
pengetahuan mengenai SAK ETAP. Sedangkan dalam penelitian Alfitri et al. 
(2014) tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 
pengelola UMKM Mebel di Kabupaten Klaten melakukan pencatatan hanya 






Sebelum adanya SAK EMKM, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan 
standar akuntansi berupa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan 
Publik (SAK ETAP) yang membantu dalam penyusunan serta penerbitan laporan 
keuangan yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2011. Tujuan dari SAK 
ETAP ialah agar terciptanya kemudahan didalam pengaplikasiannya dan 
diharapkan akan mempermudah pendanaan dari perbankan terhadap ETAP. 
Namun, meskipun standar ini sudah dirancang agar memudahkan 
pengimplementasiannya, sebagian besar UMKM tidak dapat menerapkannya 
karena kerumitan dari standar tersebut. Oleh sebab itu, untuk lebih memudahkan 
pelaku UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI mengesahkan Exsposure Draft SAK EMKM 
tanggal 18 Mei 2016 dan kemudian mulai diterapkan per tanggal 1 Januari 2018. 
SAK EMKM ini memuat peraturan yang lebih sederhana dari SAK ETAP yang 
hanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas 
laporan keuangan.  
Salah satu motor penggerak perekonomian di Jawa Timur adalah Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro Kabupaten Malang (2018), jumlah UMKM di Kabupaten Malang mencapai 
418.860 UMKM yang tersebar pada 33 kecamatan. Namun, masih banyak pelaku 
UMKM yang belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan 
yang rapi. Padahal, dengan adanya pembukuan pelaku usaha bisa mengetahui 





Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pada sebuah UMKM 
di Kabupaten Malang dengan judul Pelaporan Keuangan pada UD. Al Amin 
Kecamatan Ngajum Berbasis SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Mikro Kecil Menengah). 
B. Perumusan Masalah 
SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dibuat sebagai standar yang 
lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP serta sesuai dengan kebutuhan UMKM. 
Standar ini baru efektif per tanggal 1 Januari 2018, sehingga masih banyak 
UMKM yang belum menerapkannya karena kurangnya pengetahuan dalam 
membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Maka, berdasarkan latar 
belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian 
ini ialah:  
Bagaimana pelaporan keuangan pada UD. Al Amin yang berbasis SAK 
EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah)? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari 
penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana implementasi laporan 








2. Manfaat penelitian: 
a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta 
wawasan ilmu di bidang akuntansi, khususnya mengenai laporan keuangan 
yang sesuai SAK EMKM pada UMKM. 
b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan 
informasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) 
khususnya UD. Al Amin tentang pentingnya penyusunan laporan 
keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga 
dapat memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. 
 
